
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT tsUDDHA KEMtrNTtrRIAN AGAMA

NOMOR 138 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
PENYULUH AGAMA BUDDHA NON PEGAWA] NEGERI SIPIL

TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DiREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAK.AT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang a,

Mengingat : 1

b

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas,
meningkatkaa kesejahteraan, memberikan motivasi, dan
meningkatkan kineg'a Penyuluh Agama Buddha Non
Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Pembayaran T\rnjangan Penyuluh Agama Buddha
Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;
bahwa da,1am rangka tertib adminislrasi Pembayaral
Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri

Sipil, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pembayaran
Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegarvai Negeri

Sipil Tahun 2020;
bahwa berdasarkal perLimbangan sebagaimana
<limaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,

perlu menetapkan Keputusal Direktur . Jendera-i

bi*bi.rgurl Masyarakat Buddha tentarig Petunjuk Teknis

Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non

Pegawar Negeri SiPil Tahun 2020;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Feraturatt Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang

big"ni"""i dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian

;;il; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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Nomor 851);
;;;;il.; in'lenteri Keuangaa Nomor 19o IPMK'os I 2oL2

i""t"rg Tata Cara Pimbayaran Rangka
p"iJ*Io^"r, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

p.i"t"tm Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang

i-lrn"tti.u"i t"ta Kerja Kementeriarr Agama (Berita Negara

n"i"tfif. Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 4951 I

p"i"trtrr. Menteri Agama Republik lndonesia Nomor 62

iJ". ZO1O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

it""i"Jagr*a Nomor 67 tahun 2015 tentang Barrtuan

Pemerintah Pada Kementerian Agama;

i,;il;; Menteri Agama Nomoi62 Tahun 2016 tentang

;il;-il r<"a"" nI"" Peraturan Menteri Agama Nomor 
U.

5

6



-2-

67 tahun 2015 tentang Bantuan pemerintah pada
Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Keua-ngan Nomor 173/PII{K.O5/2O16
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangal
Nomor 168/PMK.05/2015 tentalg Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/ kmbaga;

B. Keputusan Menteri Agama Nomor 1O Tahun 2019
tentang Penefapan Honorarium bagi Peryuluh Agama
Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK
IEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PENYIJLUH AGAMA
BUDDHA NON PEGAWA] NEGERI SIPILTAHUN 2020.

Menetapkan Petunjuk Tekrris Pembayaran Tunjangan
Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil Tahun
202b sebagaimana tercaltum dalarn Lampiran ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputu san ini'

Petunjuk Teknis Pembayaral Tunjangan Penyuiuh Agama

Buddha Non Pegawai Negeri Sipil sebagar pedoman

oelaksanaan pembayaran Penyuluh Agama Buddha Non

itgawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2A2O'

Tlenean ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan

#it"t Jende-ral Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor :

ie iahun Z0f9 Talggal 4 Januari 2019 Tentang Petunjuk

i.fori" p"-t"rian Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non

i;;; sipil Tahun zorb aicatut dan dinvatakan tidak

berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaPkan*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERTAN AGAMA'

/
/CALIADI

t.I t:\f)t?
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I.AMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 138 TAHUN 2019
TtrNTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
PENfl'LUH AGAMABUDDHA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2O2O

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANCAN
PEI\MJLUH AGAMA BUDDHA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2O2O

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belalang

Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil adalah umat
Buddha, Tokoh Agama Buddha, Ketua Majelis Agama Buddha, Ketua
Vihara atau Pengurus Organisasi Agama dan Keagamaan Buddha yalg
mendapat tugas untuk menyampaikal Informasi, edukasi, konsultasi,
darr advodkasi tentang Buddha Dharma'

Penyuluh agama merupakal salah satu unsur penting dalam upaya

peningkatan pJmahaman dan pengamalan ajaran agarna kepada

il*"ri.t*t. puf** masa pembangunan dewasa ini, pembangunan

n".,i* a"p"t d ijelaskan dalam bahasa agama agar penyuluhan dapat

berhasil, mska seoraflg penyuluh agama harus dapat memahami materi

p.ryoloh*, menguasai metode dan teknik bimbingan penyuluhan'

L#"sc" aifru."pt urr seorang penyuluh agama dapat mgnyalnpaikan

;;:";; moial melalui ajaran agama kearah yang lebih baik't";i;dr- 
pelaksarraarr- kegiatan pembinaan keagamaan' mala

""orJrg 
p""y"f"f, Agama harus mempunyai strategi yang tepat dan

-i.t"-it ". 
-Strategi 

pemuinaan yang dimaksud adalah metode yang

;i;;;rk". aah]m af<ti{itas atau kegiatan. Strategi yang dipergunakan

;.'-ffi;-*- ["g"* pembinaan keagamaan tersebut harus

memperhatikan ao*-"** frlosofis, kemampuan dan keahlian sosiologis'

p"V"ofogi", efektifitas dan efi siensi'

Penyuluh agama memiliki tugas masing-mlsing' seperti pembinaan

p.a" l?tlil-*i,,h ib"d"h, p"-uirr"'rr kerukunan umat beragama'

penyiaran ajaran agama yanf, moderat' 
- 
penanggulangel radikalisme'

".^----.,1,or hahaYa N"arkIba, pemberdayaan ekonomi umat'
- -^r^^*: t-^-i *arcnirl^nq rll t-embaga

penda-mpingan aan pt-tr-intan r."i'Ltti bagi narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan, ""' 
t"g"*-tugas kemasyarakatan lainnya' Mereka

telah dibekali dengan *i*"*i' metode' dan pola pendampingan

masYarakat.
Penyuluh aga-fin melaksanakal tugas diwilayah terda'1am dan

t"rfrri'ii,*tt"t titf , p"'y"f"t' 
"e"o'" '1uea nlair memberi pencerahan

dan oeningkatan keyakiiran dallm beragama' Mereka berkoiaborasi

ffi'-#'#i** Pih;k ;;tasvarakat tetap mendapatkan bimbingan

aga.ma. Mereka juga *"1"t-iiUaititt airi untutt men1aga wilayah-wilayah

kerlaulatan melalul parrE*jatut tentaxg wawasalr kebangsaan darr

tecintaan kePada Tanah Air' 
4.
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B.

MeIaIui penJruluh agalna diharapkan dapat merindungi masyarakat
dalam berkeyakin* dtl menjalankan ajaran agamanya. Seorang
pen5mluh dapat memberikan keteladalal, empati, salirrg menghorma{
dan ikut menjaga kerukunan. Penyuluh agalna harus membimbing
rnasyarakat agar tetap meqiaga harmoni dan tidak terpecah belah,
karena mempertajam perbedaan politik hanya akan menghabiskan
energi.

Para penyuluh agama juga dituntut mampu menjadi "obat penawar"
di tengah maraloya masalah sosial di masyrakat seperti berita hoax.
Penyulu}l agama Buddha dituntut membimbing masyarakat kearah yang
lebih traik. Maralanya ujaran kebencial di berbagai media, penyuluh
agama juga harus hadir dengarr pendekatan yang lebih responsif sesuai
kebutuhan zafir:lrt.

Pen5ruIuh Agama merupal<an salah satu unsur penting dalam upaya
peningkatan pemahaman dan penga:rralan ajaran agama Buddha
kepada masyarakat.

Dalam menterjema}kan prograir pemerintah melalui bahasa
agama maka penyuluh agarna Buddha dihrntut lebih professiona-I

melaksanakan tugas darr fungsi sebagai penl'uluh. T\rgas dan fungsi
seorang penyuluh agafiIa Buddha adalah sebagai meliputi inforrnatif,
konsultatif, edukatif, darr advokatif-

Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
mempunyai strategi yang tepat dan sistematis. Strategi pembinaan yang
dimaisud adalah metode, talrtik atau manuvers yang dipergunakan
dalam alctifitas atau kegiatan. strategi yang dipergr:nakan di dalam

kegiatan pembinaan keagamaan tersebut haru s memperhatikan asas-

"d" 
ffosofis, kemampuan, dan keah-lian sosioiogis, psycologis,

efektifitas, dan efisiensi'
Merei<a dalam melaksalakan tugas dan fungsinya diirerikan

tuniansan. Tunjangan Peny'uluh Agama Buddha Non Pegawaj Negeri

iipii JiU"rif.r, i.t"rn u"t t rt Uang yang dibayarkan langsung kepada

t"'.=rtgk"t", sebesar Rp' 1'O00'000,00 (Satu Juta Rupiall) per-Bulat

sefama"fZ Bulan. Besara, dan jumlah tunjangan bagi Penyuluh Agama

B;ddh" Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan atau

i"p"t"ot Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2o19'
-- ^ untuk dapat mengakomodir hal-hal _tersebut diatas, maka

dinerlukan panduan dalam pelaksanaarr Pembayaran Tunjangan

il".,*r]"t 
^aJrrr" 

Buddha Non- Pegawai Negeri Sipil serta kejelasan

i-'l.,#'I. p"riu""*r" Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegau'ai

fi;;;:;;i-airrrto, wilavar, Kementerian Agama Pro-vinsi. dan atau

iirii". ii5*."a""". Agarna-Katrupaten/Kota selu''h Indonesia'

Maksud dan T\rjuari
1. Maksud'' ffiili; Petunjuk Telanis ini sebagai panduan dalam pelaksanaari

Perntrawarart 'fu.ri6gat P"nyuluh alama Buddha Non Pegar'r'ai Negeri

;b- ;'#;ffi;;;frGv'h K"*"nt.-erian,Agama Provinsi danl atau

Kantor Kementenan 
..&"*" 

Kabuf,ale.n/.{ota di seluruh Indonesia

;;;";.;;tAnit"i'i"of i'"a'rdeimuinganMass'arakatBuddha
daiam pencatatan 

-tan 
pengawasan F "tj" dan 

. 
Pembayaran

;ffi;*il;v'r"h esL"e"-aaha Non Pegawai Negeri Sipil'4
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2.'lt{-'uan
Tujual petunjuk teknis Pembayaran Tunjalgan penlrrluh Agama
Buddha Non Pegawai Negeri Sipil ini adalah:
a. Memberikan kejelasan besaran tunjangan penyuluh Agama Budd.ha

Non Pegawai Negeri Sipil;
b. Memberikan kejelasan dalam pencatatan dan pengawas<an

Penyutuh Agama Birddha Non Pegawaj Negeri Sipil.

C Sasaran
Sasaral Petunjuk Telanis Pembayaral Tunjangan Penyuluh Agama
Buddha Non Pegawaj Negeri Sipil ini adalah:
1. Direktorat Jenderal Bimbingal Masyarakat Buddha Kementerian

Agama;
2. Kartor Wilayah Kementeriarr Agama Provinsi dal Pembimas;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Kasi/

Penyelenggara;
4. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipii.

D Pengertian Umum
1 Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil ada-lah Seseorarg

dengan kemampual tertentu yang diargkat, ditetapkan dan diberi
tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk
metat utan kegiatan bimbingal, penyuluhan melalui bahasa agama
dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusal Kepa-la

Kaltor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya

aisebut Kakanwil adalah pejabat Pembina kepegawaial di linglrungan
Kantor'!Vila1'ah Kementerian Agama Prowinsi;

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Katrupaten/Kota yang selaliutnya
disebutKakankemenagadalahpejabatPembinakepegawaiandi
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;

q- p"iUd"" adalah Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor

Wilavah Kementerian Agama Provinsi;
S. p."v'.f""ss*7Xasi adalah Penyelenggarra atau Kasi Bimbingan
- fvfr*yrt"f.it Buddha pada Kantor Kementerian Agama

KabuPaten/Kota-1r'
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BAB II
PELAKSANAAN

Penetapan, Penerima, Bentuk, Tata Keiola Pencairan Tunjangal,
Pertanggungiawaban dan Ketentuan Perpajakan T\rnjangal Penyuluh
Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil.
1. Penetapal Tunjangan

a. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil yang telah
ditetapkan sebagai Penyuluh Agama berhak menerima tunjangan
eenyulutr Agama Non Pegawai Negeri Sipil;

b. Pembayaral tunjangar Penyuluh Agama Non Pegarvai Negeri Sipil
diberikan secara selektif dan proporsional dengan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran;

c. T\rnjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil'
dibayarlan selambat-larnbatnya setiap 3 (tiga) bulan sekali

dengan sistem pembayaran lang:sung {I-S) oleh Kantor Pelayanan
perdendaharaan Negara (KppN) kepada rekening masing-masing

Penerima tunjangan;
d. t\rnjangan einyututr Agama Non Pegawai Negeri Sipil dapat

diberhentikan apabila:
1) Menirrggal Dunia;
2) Berhalangan tetaP;
3i Pindah Domisili ke Provinsi tain;
ii b#gr*a sebagai pNS di Kementerian Agama arau instansi

I-ainnYa;
q OEGhui terbukti melakukan perbuatan tercela dan terlibat

tindakan melawan hukum'
6l Atas Permohonan sendiri;
ii na.t.""":alankan tugas 3 brrlan berlurut turut;
Si tiauk melaporkar kinirja selama 

-6 
bulan berturut turut"

". ?o;;fr";;al-il;ai*i sebaiaimana dimaksud pada huruf d maka

rlnnat dilakut'o p""Sg""Ean Peny'uluh Agama Buddha Non

;#Siffi;;a sipi 
-pJfr"r-" 

tu njan gan d en gan me mperh atikan

haiil rel'rutrnen atau seleksi'

2. Penerima Tlrnjaxgan
persyaratan pr..il, Tunjangan Peny'u1uh Agama Buddha Non

Pegawai Negeri Sipil adalah: ,-o Rrrrtril-ra No,, Pesa,.,
a. Telah aitetapr<a]r*Gagai PenyuluhAga.ma Buddha Non Pegawar

Negeri Sipil *Aui"i-r<"p"tus91..ee.n9taran Penyuluh Agama

Buddha Ntr. #;;;; N-Je"; sipr oleh Kepala Kantor wilavah

[a*.t t"ti"t Agama Frovinsi; c"-^+ 'r\roaq r]:
b. Memiliki r"i"frp#^;:; "*.1qTI*" surat rugas dan
*' 

p.*Ui-"t / Kasi/ Penyelensgara uudctna;

c. Aktif melaksan"i'o tt'g"* U*U;t'gut' dan penyuluhar;

' ::t:rffi#sffivur*h Agqml Buddha Non Pegawai Negen Sipil

diberikan dala:a bentuk Ualg yang dibayarkan selambat-

il*Tffiv;;dap'';*;seutiltriwutanlmelaluirekeninsvars
bersangkutan'

o {{f#-H#*ffi*r"h Agama Buddha.{o,n Pegawai Negerisipil

sebJsar xp. 1'000'ofiIo i3il j;; t"pit)- setiap buian selama

fAT; #t"t) uulan (sesuai kecukupan anggaran)' 4'
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4. Tata Kelola Pencairan T\rnjangan
Tata kelola pencairan tunjangan bagi Penyuiuh Agama Buddha Non
Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
a. Pembimas/Kasi/Penyelenggara Buddha menyampaikan

pemberitahuan kepada para Penyu.luh Agama Buddha Non
Pegawai Negeri SiPil;

b. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil penerima
tunjangan melengkapi persyaratan administrasi yang trerupa:
1) Fotokopi rekening bank atas nama penerima tunjargan;
2l Surat keterangan aktif dari bank/ rekening koran;
3) PPI( menetapkan keputusan penerima tunjangan Penyuluh

Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil yang disahkan oleh
KPII;

4) PPK mengajukan permintaan pembayaral kepada Pejatrat
Pena-ndatangan SPM dengan melarnpirkan persyaratan

Pembayaran'
5) Fp-SpnA mengajukan perintah membayar kepada KPPN

setempat'
5. Pembayara:e thqiangan

Pembayaran tunjangan dilakukan de1ga1 sistem pembayaran

langsung(lS}olehKantorPelayananPerbendaharaarrNegara(I(PPN)
setJmpal ke rekening masing-masing penerima tunjangan'

6. Pertanggungiawaban
e"ry"tiit ,{"-^ Buddha Non pegawai Negeri sipil sebagai penerima

t""iuon", ialib menyampaikan laporan peial<salaal penyuluhan

a"" 
-*E-marlirukan- pentrimaan tunjangan dengan melampirkan

il;;;t;;k" rekening bank pating lambat 2 (dua) rrringgr setelah

tunjangan drterima'
?. Ketentuan Perpqjalan Trrnjangan

;;;;;""rt pajak atas tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non

ir"Si;;-i.f"e*i Sipil sesuai dengaa ketentuan perpajakan yang

berlaku.

B. Monitoring dan Evaluasi
L. Monitoring

Monitoring akan dilakukal oleh Direktorat Jenderal Bimbingan

iri""]rlr.i. s"aah"/ Bimbingan \tasyalakat Buddha pada Kantor

Wilayah XementeJi ng;""Pto"i"1-d"' Seksi Bimas Buddha/

ffii";ggrt" e"ddtt"- K"nupaten/Kota sebagai bagian dari

pencatatsn a'rr pt"S"*"san kinerja Penyuluh Agama Buddha Non

Pegawai N"g". Sffi ;"1t^ "11't mllastikan pengangkatan dan

Pembayaran t"":"" g'" Penyu luh Agama. Bu dd h a Non Pegawai N e geri

Sip airrt",'akan sesuai dengal ketentuan '

2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Penvul-ult Agama

Buddha d,rr pt";-;;;; tata-kelola tunjargari Penyuluh Agama

Non Pegawai Negeri SiPil'

C. SANKSI
Penerima tuqiangan akan menerima sanksi dengan ketentuan :

1. Penghentian sementara pernblyT?r' apabiia selama 3 (tiga) bulan

tidak menjalarrr<Ji"s"* ?* tidak menyampaikal laporarr;

2. Penggantian "'#;;[" 
J* ptt's"Inbalian tuqiaagan'ya,g sudah

diterima apabil" L-pJo t-"""i'f bulan tidak menyampaikan laporan;'



Dernikian Petunjuk Telois Pembayaran Tunjqngan Penyuluh Agama Buddha

Non Pegawai Negeri Sipil untuk dijadikan pedoman';r '

-8-

3. Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil bertanggungiawab
atas seqala konsekwensinYa.

BAB III
PENUTUP

DIREKTUR JENDERAL

/f( | $!9

BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
I AGAMA,

,

rl

.,.,


